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PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS
PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS

PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN DAN TATA
CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (3) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan
Badan, telah diundangkan Peraturan Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rincian
Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang
dapat  Diberikan Fasilitas Pengurangan  Pajak
Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan
Badan;

b. bahwa berdasarkan surat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian Nomor B/EK.01.01/
260/D.I.M.EKON/08/2019 tanggal 16 Agustus 2019
tentang Usulan Bidang Usaha yang dapat diberikan
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Mengingat

Fasilitas Tax Holiday perlu dilakukan penyempurnaan
atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha dan
Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan
Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta
Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas
Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang
Perubahan atas Peraturan = Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rincian
Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang
dapat  Diberikan  Fasilitas  Pengurangan  Pajak
Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan

Badan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan
Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010
tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan
Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6361);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 210);

5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018
tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak
Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1553);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SERTA
PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.

Pasal I
Ketentuan Huruf R dalam Lampiran [ Peraturan Badan
Koodinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang
dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan
Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas
Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 47), sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
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Pasal II
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 September 2019

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 September 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG RINCIAN BIDANG USAHA
DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG
DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN SERTA PEDOMAN
DAN  TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

DAFTAR RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI DARI MASING-
MASING CAKUPAN INDUSTRI PIONIR

NO. BIDANG USAHA KBLI* JENIS PRODUKSI

A | Industri logam Industri logam dasar yang berasal
dasar hulu (besi 1) 24101A dari bahan baku selain scrap vang
baja atau bukan menghasilkan baja, termasuk baja
besi baja) tanpa tahan karat

atau beserta Industri penggilingan baja vang
turunannya vang 2) 24102A terintegrasi dengan industri baja,
terintegrasi termasuk baja tahan karat (KBLI
24101A)

Industri pipa baja tanpa sambungan
(seamless pipe) vang terintegrasi
dengan industri baja, termasuk baja
tahan karat (KBLI 24101A)

Industri pipa baja (welded pipe) yang
terintegrasi dengan industri
penggilingan baja, termasuk baja
tahan karat (KBLI 24102A)

Industri pembuatan heavy profile

3) 24103C vang terintegrasi dengan industri baja
(KBLI 24101A)

Industri pembuatan rail yang

6) 24103D terintegrasi dengan industri baja
(KBLI 24101A)

Industri pembuatan logam yang

3) 24103A

4) 24103B

7) 24201A menghasilkan ingot emas
Industri pembuatan logam yang

8) 24201B menghasilkan ingot. perak

0) 24201C Industri pembuatan logam yang

menghasilkan platina

Industri logam dasar yang

10) 24202A1 menghasilkan alumina (bauksit
menjadi alumina)

Industri logam dasar yvang

11) 24202A2 menghasilkan ingot aluminium
(alumina menjadi ingot aluminium)

*Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia
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